
BUPATIMUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR IZ TAHUN 2OI8

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG

DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas, perlu dibenttrk Unit Pelaksana Teknis Pengelola

Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi

Rawas;

b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud dalam hurrf a, telah sesuai

dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 061/309 | lI/I.l/2O17 Perihal

Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hunrf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air
Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Kar5ra, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi

Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor t82ll;



o

2. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2004. tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dart

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang

Pengelolaan Sampatr (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Linglmngan Hidup

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 140, Tambahan [embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a941;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tatrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana

tetatr diubatr beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791:'

7. Peraturan Pemerintatr Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

35471, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4O Tahun 2O1O tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan F\rngsional Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O1O

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 512U;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 16 Tahun

2OO8 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Permukiman (KSNP-SPALP) ;

10. Perahrran Menteri Ddam Negeri Nomor 8O Tahun 2Or5

tentang Pembenhrkan Produk Hukum Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

12. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a51);

13. Kepuhrsan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

tl2 Tahun 2OO3 tentang Baku Muhr Air Limbah

Domestik;

14. Perahrran Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daeratr

Ikbupaten Musi Rawas (kmbaran Daeratr Kabupaten

Musi Rawas Tatrun 2Ot6 Nomor 1O);

15. Perattrran Bupati Nomor 35 Tahun 2Ol7 tentang

Susunan Organisasi, Tugas dan F\rngsi Dinas Pekerjaart

Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Kabupaten Musi Rawas (Berita Daeratr Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2Ol7 Nomor 35);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR LIMBAH

DOMESTIK PADA DINAS PEKER"IAAN UMUM CIPTA

KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN KABUPATEN

MUSI RAWAS

Menetapkan:
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah I(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta l{arya, Tata Ruang dan

Pengairan Ihbupaten Musi Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta l(arya, Tata

Ruang dan Pengairan lhbupaten Musi Rawas.

S. Sekretariat adalatr Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Kar5ra,

Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

6. Sekretaris Dinas adalah sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta

I(arya, Tata Ruang dan Pengairan Ihbupaten Musi Rawas.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta I(ar5ra, Tata Ruang

dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

Kepala Unit Pel,aksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPI

adalah Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik pada

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Kar5ra, Tata Ruang dan Pengairan

Ikbupaten Musi Rawas.

Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Air Limbatt

Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta l(ar5ra, Tata Ruang dan

Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

10. Air timbah domestik atau air limbah rlmatr tangga adalah air yang

telatr mengalami penurunan lmalitas karena suatrr hasil usatra dan

atau kegiatan rumatr tangga, daerah komersial, perkantoran, fasilitas

rekreasi, hotel, asrama, dan rumah makan yang berbentuk cair

meldui fasilitas pembuangan.

11. Sistem Setempat adalatr suatu sistem sanitasi yang terdiri dari jamban

leher angsa dan terhubung dengan tangki septik yakni sarana

pengolahan air limbah domestik skala rumatr tangga yang

menggunaf<an pnoses pengolahan secara an-aerobik.

12. Sistem Terpusat adalah suatrr sistem sanitasi yang menghubungkan

sejumlah jamban rrmatr tangga melalui Pipa pembawa menuju sarana

pengolatr air limbatl domestik skala kawasan atau skala kota.

9.

O
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13. Hulu adalah lokasi awal dimulainya pengolahan air limbatr domestik

di tingkat rumah tangga yang biasanya berupa tanki septik.

14. Hilir adatatr lokasi akhir pengolatran air limbah domestik, yang mana

proses pengolahannya sudah paripurna sehingga produk akhirnya

arnan unhrk dibuang ke badan air penerima atau dimanfaatkan lagi-

15. Pengelolaan air limbah domestik addah upaya yang sistematis,

menyelunrh, dan berkesinambungan dalam merencanakan,

melaksalakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah

domestik.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalatr Kelompok Jabatan Fungsiond

di Linglnrngan UPT Pengelola Air Limbah Domestik pada

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Ifubupaten Musi Rawas.

17. Eselon adalah tingkatan jabatan stmkttrral-

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Perahrran Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Air Limbatt

Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta l(ar5ra, Tata Ruang dan

Pengairan Kabupaten Musi Rawas;

UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempakan UPT Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPT Pengelola Air Limbah Domestik merupakan unsur pelaksana

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada

Dinas Pekerjaan Umum Cipta l(ar1ra, Tata Ruang dan Pengairart

I(abupaten Musi Rawas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Dinas, dalam pelaksanaan hrgasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

(1)

t2l

3
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BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(l) Susunan Organisasi UPT Pengelola Air Limbah Domestik terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. KelomPok Jabatan F\rngsional.

(2) Subbagan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala UPT;

(3) Struktur Organisasi UPT Pengelola Air Limbatr Domestik sebagaimana

tercanttrm dalam Lampiran Peraturan Bupati ini menrpakan bagart

o yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UPT Pengelola Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan

. kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

dibidang pengelolaan air limbah domestik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPT Pengelola Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan administrasi umum dan kenrmahtanggaan;

O b. pelaksanaan pen)rusunan rencana kebuhrhan operasional

pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik;

. c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;

d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

domestik;

e. pelaksanaan pengawasran operasional sarana dan prasarana air

limbah domestik;

f. perencanaan program/kegiatan ketatausahaan UPT Pengelola Air

Limbatr Domestik;

. pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada linglrup UPT

Pengelola Air Limbah Domestik mauptrn dengan instansi terkait;
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h. pegoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan, perlengkapan,

kepegawaial, surat men5rurat, kearsipan, kemmahtanggaan UPT

Pengelola Air Limbatr Domestik;

i. pelaksanaan teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta

teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi antar unsur linglmp UPT Pengelola Air Limbah

Domestik;

j. pelaksanaan penerapan sistem almntabilitas kinerja instansi

pemerintah secara berjenjang;

k. pelatrsanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengart

tugas dan fungsinYa.

Pasal 6

Subbagian Tata Usatra dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

trrgas :

a. merencanakan program/kegiatan ketatausahaan UPT Pengelola Air

Limbah Domestik;

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum kepada linglrup UPT

Pengelola Air Limbah Domestik maupun dengan instansi terkait;

c. menggoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan, perlengkapan,

kepegawaian, surat men5rurat, kearsipan, kenrmahtanggaan

UPT Pengelola Air Limbah Domestik;

d. melaksanakan teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta

teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi antar unsur lingkup UPT Pengelola Air Limbah

Domestik;

e. melaksanakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah secara bedenjang;

f. melalmkan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan,

g. membuat laporan kegiatan dan pelaksanaan hrgas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengart

tugasnya.

3
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BAB VI

KEI,OMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai trrgas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemndang-

undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang dihrnjuk.
Jumlah tenaga fungsional ditenhrkan berdasarkan kebutuhan dan

beban keda.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai hrgas sesuai dengan

peratrrran penrndang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPI dan Kepala Subbagian serta

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupurl antar Organieasi/ inetansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional

wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan

bawatrannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-pehrnjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1O

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsiond
wqiib mengilarti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungiawab

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPI dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan Peratrrran Penrndang-Undangan.

(3)

(4)
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Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan

Stmkhrral Eselon [V.a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usatra mentpakan Jabatan Pengawas setingkat

Eselon IV.b.

BAB Ix
KETENTUAN PENLTTUP

Pasal 12

Perahrran Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangart

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr

Kabupaten Musi Rawas.

l

l

I

GUNAWAN

Dir:ndangl€n di LubuklinBBBU,
pada tanggal 04 .)anuan' 2OL8

DAERAH
MUSI RAITAS,

O
lz

,TEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR

9



I,,AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : W TAHUN 2oI8
TET{TANG : PEMBENTUKAN UNIT PEIAKSANA

TEKNIS PENGEI.OLA AIR UMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKETUIAAI{
UMUM CIPTA KARYA, TATA RUAI{G
DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI
RAWAS

STRUKTUR ORGAT.ISASI
UNIT PEI,,AKSAT,.IA TEKNIS PENGEIOI,A AIR LIMBAH DOMESTIK

PADA DINAS PEKER.TAAN UMUM CIPTA I(ARYA, TATA RUANG
DAN PENGAIRAN IGBUPATEN MUSI RAWAS

I RAWAS

GUNAIIIAN

lr,

KEPALA t'PT

SI,BBAG
TATA USAI{A

JABATA}.I
F[JNGSIONAL


